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PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( F-PKB ) DPRD KOTA SALATIGA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN TENTANG RANCANGAN PERDA PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.
Yth. Sdr. PJ Walikota Salatiga.

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
Yang kami hormati Staf Ahli dan Asisten Kota Salatiga.

Yang kami hormati Para Pimpinan OPD, Camat, Lurah; serta

Yang kami hormati Para Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan Pandangan umumnya, kami Fraksi PKB DPRD Kota
Salatiga menyampaikan Selamat Kepada PJ Walikota selaku Kepala Daerah Atas
Prestasi Kota Salatiga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Tertoleran kedua
se-Indonesia dalam Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2022, yang diselenggarakan
Setara Institute, di Jakarta, Kamis (6/4/2023). Peringkat itu naik satu level dengan nilai
6,417 setelah sebelumnya pada tahun 2021 memperoleh peringkat ketiga dengan
nilai 6,367.

Prestasi itu merupakan penanda kerja kolaboratif dari pemerintah kota,
Forkopimda, FKUB, media, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat Kota
Salatiga, dalam kolaborasi ini akan terus kita jaga, dalam mengejawantahkan dan

membumikan nilai-nilai luhur Pancasila di Kota Salatiga kita tercinta.



Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga menanggapi Penyampaian
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga yaitu, yang telah
disampaikan Saudara PJ Walikota dalam sidang Paripurna DPRD Kota Salatiga.
dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kota Salatiga lebih maju dan
sejahtera sebagaimana harapan bagi warga masyarakat Kota Salatiga seutuhnya.

Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi PKB untuk melengkapi

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah :

1. Pada hakekatnya bahwa permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
yang kurang presisi. Hal ini akan membawa konsekuensi pada instrumen
regulasi yang kurang responsif dan solutif terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum riil masyarakat, dimana pengaruh pada instrumen regulasi
yang dihasilkan apakah akan memiliki legitimasi untuk menjawab
permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Dalam
merencanakan untuk membentuk berbagai Perda Kota Salatiga kususnya
Pemerintah Kota Salatiga melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perda yang akan dibentuk ini sejatinya harus melihat dan penting bagaimana
pengelolaan dan pemanfaatannya untuk Masyarakat kota salatiga agar lebih
diperhatikan keadilan dan kesejahteraan dalam keperuntukannya untuk

kemaslahatan umat.

2. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga, bagaimana
pemerintah kota salatiga mampu menggali potensi-potensi untuk meningkat
pendapatan daerah tetapi harus mementingkan kemampuan Rakyat dalam
pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara professional dan bisa

dipertanggungjawabkan.

3. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa aspek yaitu Fungsi
Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana
secara optimal ke kas daerah berdasarkan undang-undang perpajakan yang



berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-
pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan
untuk pembiayaan rutin, seperti; belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang
dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri
dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus
dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat.

. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai
alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran.
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, diberikan berbagai
macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi hasil

daerah tentunya seperti UMKM di Salatiga agar diperhatikan.

. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga
inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, Membuka banyak lowongan
pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran di salatiga sehingga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian dalam pemanfaatan dari
penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan. Demikian juga untuk penerimaan Retribusi yang dipungut dan
dikelola olen BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dengan ini fraksi PKB DPRD Kota Salatiga Menyampaikan pandangan umumnya,
semoga membawa manfaat dan jika ada yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-
besarnya.

SemogaTuhan Memberkati kita Semua

Wallahul Muwafiq llla Agwamitthorik
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 13 April 2023
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